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Dimensi "Kejahatan Korporasi"
dan Reaksi Sosial

Suparman Marzuki

Hams disadarif bahwa reaksi sosialpublik terhadap Kejahatan Korporasi
masih relatif lemah. Barangkali, itulah di antara faktor yang memicu

korporasi semakin banyak melakukan eksploitasi^ penipuan/pemalsuan,
pencemaran, dsb. Untuk itUj menurut Suparman Marzuki, perlu

dikembangkan reaksi sosial sebagai model ^counterpower' terhadap bentuk
kejahatan tersebut, sekaligus ini sebagai antisipasi

atas 'kekosongan hukum'saat ini

Pendahuluan

STUDI kriminologi tentang kejahatan
korporasi {corporate crime) relatif baru, tetapl
d<il<iin waktu relatif singkat berkembang
menjadi salah satu kajian kriminologi dan
perhatian hukum pidana yang sangat penting
dan menonjol. Cikal-bakal konsep ini berasal
dari perdebatan akademis antara Edwin
Sutherland dengan beberapa ahli kriminologi
pada masa itu, antara lain Paul W. Tapan
menyangkut tulisan Sutherland yang terkenal
yaitu "Is white collar crime" (WCC) yang terbit
sekitar tahun 1939 dan "crime of corporation"
yang terbit tahun 1948. Perdebatan pokok
mereka adalah mengenai pengertian person
dalam tindak pidana. Dalam karyanya itu
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Sutherland mengemukakan bahwa "white collar
crime involved conspiracies by members of the
wealthy clasess to use their position in commerce
and industryfor personal gain without regard to
the law"^. Secara lebih jelas batasan WCC yang
dimaksudkannya adalah "a violation of criminal
law by the person of the upper socio-economic
class in the course of the occupational
activities'̂ (suatu pelanggaran hukum pidana
yang dilakukan oleh orang yang berasal dari
kelas sosial ekonomi atas dan dilakukan dalam

rangka pekerjaannya).
Dari rumusan itu terlihat bahwa pada

awalnya pengertian WCC dibatasi pada
perbuatan yang ada dalam rumusan hukum
pidana dan tidak menjangkau perbuatan lain di
luar apa yang sudah ditentukan dalam hukum
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pidana. Rumusan ini tidak memuaskan dan
mengundang perdebatan sebagaimana dising-
gung di atas dan menghendaki agar cakupan
WCC diperluas tidak saja person dalam
pengertian natuurlijke persoon tetapi juga
dikaitkan dengan mereka yang menjalankan
perusahaan (corporation) sehingga pada akhir-
nya disepakati rumusan WCC ditambah satu
unsur lagi, yaitu "violation of trust" (pelang-
garan terhadap kepercayaan) yang merupakan
unsur penting dalam mengerti apa yang
dimaksud dengan "corporate crime" sebagai
bagian dari WCC. Perluasan ruang lingkup
WCC tersebut menjadikan studi tentang
kejahatan korporasi menjadi fokus utama
WCC, terutama kajian terhadap potensi dan
kecenderungan kejahatan ekonomi ataupun
kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis
(business related activities).

Dimensi Kejahatan Korporasi
DIMENSI kriminal dari kejahatan korpo

rasi di Indonesia berkembang terus seiringdengan
perkembangan perekonomian nasional dan in-
lemaaonal. Bentuk-bentuk seperti defrauding
jtockliolders (tidak melaporkan dengan sebenar-
nya keuntungan perusahaan), defaruding the
public (fixing prices dan misrepresenting pro
ducts), defrauding the goverment (menghindari
pajak), endangering the public walfare (me-
nimbulkan polusi), endangering employees (ti
dak memperdulikan keselamatan kerja), dan
illegal intervention in the political process, se-
makin bervariasi dan berkembang dengan sis-
tern keija dan operasionalnya yang semakin
canggih sehingga sangat sulit pengidentiflkasian
dan pembukitannya secara hukum.

Perkembangan yang patut dicatat selama
paling tidak satu dasawarsa belakangan ini,
yang dapat dikatakan "baru", dalam pengertian
baru disadari oleh kalangan penegak hukum
yaitu apa yang disebut dengan Fraudulent
Misrepresentation (FM), yaitu jenis kejahatan
korporasi yang bersifat pemberian informasi
atau keterangan tidak benar atau bohong
tentang aktifitas, produk, perkembangan dan
Iain-lain dari suatu perusahaan terhadap
masyarakat maupun pemerintah. Dari catatan
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Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKM), Gandhi^, paling tidak ada
delapan dimensi FM, yang sangat menonjol
teijadi di Indonesia; empat di antaranya adalah:

Pertama, transferpricing (TP). TP ini biasa-
nya teijadi pada perusahaan yang tergabung
dalam group dan antara satu perusahaan
dengan yang lain mempunyai hubungan isti-
mewa. Untuk memperkecil jumlah pajak yang
harus dibayar maka harga jual antara group
tersebut akan diatur sedemikian rupa sehingga
keuntungan dari perusahaan yang untungnya
besar akan dipmdahkan ke perusahaan yang
merugi, sehingga jumlah pajak yang harus
dibayar secara keseluruhan (group) akan dapat
dikurangi.

Kedua, Over-Under Invoking (OUI). Ini
biasanya terjadi pada transaksi impor dan
ekspor. Pada transaksi impor, perusahaan bisa
meminta rekanannya di luar negeri untuk
menerbitkan dua invoice, yaitu satu invoice
dengan harga yang sebenarnya untuk kepen-
tingan perhitungan harga pokok, dan invoice
satunya lagi dengan harga lebih rendah
dipergunakan untuk keperluan pabean (pem-
bayaran bea masuk, PPH pasal 22 dan PPN).
Kasus ini bisa terjadi dalam satu' atau tanpa
adanya hubungan istimewa antara perusahaan
pengimpor dengan perusahaan pengekspor.
Sedang pada transaksi ekspor, kasus OUI
biasanya terjadi berkaitan dengan adanya
hubungan istimewa sebagaimana telah diurai-
kan di atas, yaitu dalam rangka mentransfer
keuntungan perusahaan di Indonesia ke
perusahaan di luar negeri tanpa terkena Pajak
Penghasilan atau deviden (PPH pasal 26).

Ketiga, Afiliasi Tanpa Bunga (ATE). Pada
perusahaan yang tergabung dalam group sering
terjadi peminjaman kepada Bank dilakukan
oleh salah satu atau beberapa perusahaan yang
untungnya cukup besar, selanjutnya dana
pinjaman tersebut disalurkan kepada perusa
haan afiliasi tanpa pembebanan bunga. Dengan
cara demikian dapat dilakukan pengaturan laba
untuk meminimalkan jumlah pajak secara
keseluruhan.

Keempat, keterangan tidak benar dalam pa-
sar modal. Memperhatikan performance finan-
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sial dari perusahaan yang telah go public di-
peroleb kesan bahwa pada saat akan go public
perusahaan itu tampak menguntungkan, seti-
daknya selama tiga tahun terakhir. Tetapi se-
telah go public performance keuangannya yang
tercermin dalam rugi/laba perusahaan malah
jadi menurun. Sedangkan struktur organisasi
perusahaan sebelum dan sesudah go public
tidak mengalami perubahan. Membandingkan
dua keadaan perusahaan sebelum dan setelah
go public terdapat indikasi kuat bahwa telah
teijadi pemberian informasi yang tidak benar
oleh perusahaan itu. Pada saat akan go public
perusahaan itu melaporkan keadaan keuangan
yang serba baik agar mendapat izin untuk
melakukan go public. Setelah perusahaan itu
mendapat modal dari raasyarakat, dan tidak
ada kontrol dari masyarakat tentang operasi
dan performance keuangannya, perusahaan itu
berusaha membuat dan melaporkan performance
keuangan yang rendah agar uang dapat di-
alihkan ke pengelola dan pemilik perusahaan
lama, sedangkan biaya penggunaan modal (cost
of capital) yang baru berasal dari masyarakat
dapat ditekan serendah mungkin.

Indikasi lain, pada saat performance per
usahaan dilaporkan rendah dan kemudian har-
ga dan pasaran sahamnya lesu, pihak pengelola
perusahaan dan pemilik mayoritas membeli
kembali sahamnya dengan harga yang rendah.
Dengan demikian secara tidak langsung terjadi
penarikan dana masyarakat dengan biaya
murah dan kepemilikan perusahaan tidak
berubah.

Bentuk FM dengan tingkat modus operandi
yang lebih transparan dan langsung merugikan
kepentingan masyarakat adalah pemberian in
formasi atau iklan bohong atau setidak-
tidaknya berlebihan tentang nilai, produktivitas,
manfaat dan Iain-lain dari sebuah atau lebih

produk perusahaan. Perkembangan dunia per-
iklanan memang sejalan dengan perubahan kul-
tur perekonomian manusia tenitama pergeser-
an pola produksi, dari subsistensi ke komer-
sial. Maka sesuatu benda tidak la^ dinilai berda-
sarkan manfaatnya, tetapi nilai tukarnya. Sese-
orang memproduksi barang atau jasa bukan la-
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gi (hanya) untuk memenuhi kebutuhan, tetapi
untuk diperdagangkan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tek-
nologi, terutama sejak Revolusi Industri, ber-
bagai jenis barang tidak lagi diproduksi secara
parsial imtuk memenuhi kebutuhan pasar pada
skala kecil, melainkan secara massal. Lebih-
lebih dengan ditemukannya assembly IhiCy yang
dipelopori oleh Henry Ford (1910) pada in
dustri mobilnya di Michigan, pola produksi
massal memperoleh dukungan yang luar biasa.
Untuk mempertahankan kehidupan ^em dengan
pola massal itu tidak ada jalan lain kecuali
membentuk pasar yang seluas-luasnya dengan
target menjaring konsumen sebanyak-banyak-
nya. Dalam rangka itu maka harus dirancang
iklan yang cermat, dan faktor paling penting
adalah selling effect-nya, dengan tujuan mem-
pengaruhi sisi psikologis konsumen, dan bukan
akal sehat konsumen sehingga yang dipromo-
sikan adalah harapan dan prestise dengan pe-
ngutamaan nilai sekundernya,' bukan nilai pro-
duknya*^.

Meskipun secara yuridis formal sulit untuk
menentukan kualiflkasi dari FM, tetapi secara
etis ada dua katagori untuk melihat misrepre
sentation. Pertama pemakaian pernyataan-per-
nyataan yang jelas-jelas salah, misalnya menye-
but sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau
sebaliknya. Kedua adalah pernyataan yang me-
nyesatkan {mislead). Dua istilah lain yang juga
digunakan adalah puffery dan mock ups. Yang
pertama diartikan sebagai "iklan ber- lebihan"
yakni yang menggunakan opini subyektif yang
berlebihan tanpa menyebutkan satu fakta ter-
tentu. Contoh puffery adalah penggunaan kata-
kata "nomor satu, terpilih, paling baik... dst".
Yang kedua adalah pemakaian tiruan atau
mock-ups dalam visualisasi iklan. Contohnya
pada iklan es krim untuk TV, yang karena akan
meleleh bila terkena panas, saat produksi ia
digantikan dengan bubur kentang.

Dimensi lain yang kemungkinan mengan-
dung kejahatan korporasi adalah eksploitasi
buruh karena di mana pun dalam suatu negara
yang sedang mengalami proses pertumbuhan
ekonomi yang pesat, dan terdapat persaingan
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bebas dalam proses produksi dan distribusi se-
bagaimana sekarang ini kita alami, maka ke-
cenderungan berkembangnya unfair compe
tition sulit dielakkan yang' pada akhirnya men>
jurus kepada berkembangnya monopoli, oligc-
poli, konsentrasi industri, market limitation,
price fixing, misrepresesenting products, me-
ngabaikan ketentuan hukum, tidak mempe-
dulikan keselamatan kerja, dst.

Meski secara yuridis formal sebutan cor
porate crime belum bisa diterima dalam termi-
nologi yuridis, telapi secara kriminolpgis tin-
dakan perusahaan yang mengeksploitasi buruh
yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan
yang menjamin hak-hak buruh dan kewajiban-
kewajiban perusahaan dapat dikatagorikan da
lam pengertian criminal behavior atau illegal
corporate behavior. Atau kalau kita mengutip
diskripsi Marshal B. Clinard raenjadi "unfair
labour practices involving union right, minimun
wage regulations, specific working conditions,
and over time; violations of safety regulations
related to occupational safety and healt...

Dalam konteks itu titik rawan buruh justru
terletak pada lemahnya posisi tawar mereka
terhadap para pengusaha karena adanya ke-
nyataan bahwa buruh kita sangat murah diban-
dingkan negara-negara lain karena jumlah orang
yang ingin bekerja lebih besar daripada la-
pangan kerja yang tersedia. Perusahaan sadar
benar akal hal ini sehingga memanfaatkannya
dengan mengeksploitasi buruhnya tanpa meng
indahkan hak-hak mereka. Para buruh yang
melakukan protes, seringkali dihadapkan ke
pada dua pilihan; mengundurkan diri atau di-
pecat, karena di luar masih menunggu ribuan
calon buruh yang antri untuk mendapatkan
pekerjaan.

Industri-industri luar negeri yang mela
kukan relokasi di sini pun tertarik pada buruh
murah kita karena kita memiliki "keuntungan

-koraparatif (comparative advantatage), dan ini
salah satu sisi menarik yang dijuaf para pe
ngusaha kita kepada dunia usaha luar negeri
untuk menginventasikan modal secara besar-
besaran di sini. Padahal menurut Vedi R. Ha-

diz^, keuntimgan komparatif ini justru secara
langsung atau tidak langsung merintangi ka-
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langanburuh untuk berorganisasi secara bebas,
guna menyalurkan aspirasi dan keluh.an. Sebab,
dari sudut pandang tertentu, upah yang terlalu
banyak meningkat, permintaan perbaikan kon-
disi kerja yang terldu tinggi, kebebasan untuk
berorganisasi, dan menyampaikan tuntutan yang
terlalu besar - secara ironis -- akan mengge-
rogoti apa yang dianggap sebagai "keunggulan
komparatif kita itu.

Walau sebenarnya kalau kita mau jujur
komponen upah dalam biaya produksi kita
masih begitu kecil, sehingga kalaupun dibayar-
kan upah regional minimum yang dilihat dari
dalam negeri cukup memadai, tetapi secara in-
temasional, misalnya dibandingkan dengan Si-
ngapura, Korea, bahkan Thailand dan Ma
laysia, kita masih lebih rendah juga. Jadi secara
komparatif kita masih tetap menarik.

Oleh sebab itu sangat diragukan alasan ti
dak dipatuhinya standar upah minimum, PHK
dan tindakan pengabaian hak-hak buruh yang
lain karena perusahaan tersebut dalam kondisi
turbulence, krisis keuangan, krisis kepemim-
pinan dalam perusahaan, krisis bahan baku,
kebijakan pemerintah dan seterusnya. Boleh
jadi corporate crime telah terjalin sedemikian
rupa dalam lingkup global, sehingga buruhlah
mata rantai paling lemah yang dibebani tugas
mengurangi high cost economy dalam hu-
bungan bisnis internasional sekarang ini.

Reaksi Sosial

KITAB Undang-undang Hukum Pidaha
(KUHP) sebagai pelembagaan reaksi sosial
formal negara terhadap kejahatan tidak dapat
menjaring korporasi sebagai subyek hukum ka
rena yang dapat dipidana atau menjadi subyek
hukum dalam KUHP adalah "orang". Meski-
pun dalam perundang-undangan di luar KUHP,
beberapa kejahatan white collar dan subyek
hukum korporasi telah diatur, sehingga misalnya
perusahaan yang melanggar Ketentuan Upah
Minimum (KUM) dapat diajukanke pengadilan,
tetapi peraturannya cendertmg bersifat parslal,
tidak seimbang, dirumuskan secara tidak balk
sehingga penegakan hukumnya kurang efektif.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
yang diharapkan berfungsi sebagai organisasi
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yang memperjuangkan hak-hak mereka pada
kenyataannya tidak bisa berbuat banyak. Hing-
ga kini belum terlihat lembaga atau instansi ma-
na yang diakui mampu mengatasi masalah ini.
Oleh sebab itu seandainya eksploitasi buruh ini
merupakan salab satu bentuk dari "corporate
crime" di samping bentuk-bentuk lain, dan kita
melihat begitu banyak peluang dilakukannya
variasi "corporate crime" di masa-masa men-
datang, maka antisipasi hukum pidana masa
mendatang pun harus lebih jelas dan tegas.

Buku satu pasal 45 konsep RUU KUHPd
yang pernah beredar memang sudak tampak
perubahan konstruksi hepotetisnya mengenai
"corporate crime". Setidaknya dalam pasal itu
sudah tegas dinyatakan bahwa "korporasi

. merupakan subyek tindak pidana", artinya jika
suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk
suatu korporasi, maka penuntutan dapat
dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap
korporasi itu sendiri, atau korporasi dan
pengurusnya, atau pengurusnya saja (pasal 46).
Tetapi in! masih mengundang keraguan akan
efektifltas fungsinya mengingat asas yang
dipergunakan masih menjadikan hukum pidana
sebagai ultimum remidium, di mana hukum pi>
dana tidak akan dipergunakan apabila ada per-
aturan perundang-undangan lain yang telah
memberikan perlindungan yang cukup bagi ke-
pentingan termaksud. Di sinilah titik rawan dis-
fungsionalnya hukum pidana dimaksud.

Menurut hemat kami, penjatuhan pidana
terhadap korporasi tentu harus dilakukan se-
cara cermat, berhati-hati dengan kriteria dan
batasan yang jelas karena dampaknya bisa
sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya
yang berbuat salah, tetapi pihak-pihak lain se-
perti pemegang saham, para konsumen, kar-
yawah dan seterusnya. Tetapi menghadapi per-
kembangan dunia usaha yang demikian itu se-
yogyanya hukum pidana bisa ditampilkan se>
bagai primum remidium, dan tidak lagi sebagai
"ultimum remidium" dengan tetap memegang
teguh prinsip kecermatan dan kehati-hatian itu.
Karena bagaimanapun jalan law enforcement
itu acapkali licin dan berliku-liku yang rawan
dengan kemungkinan slip dan kecelakaah, le-
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bih-lebih bila pintu masuk ke jalan hukum itu
sedari awal potensial ke arah itu.

Keterbatas^ kemampuan hukum untuk men-
jaring korporasi secara tegas sebagai pelaku
kejahatan tidak lepas dari kelemahan daya
represi dan prevensi masyarakat sendiri ter
hadap kejahatan korporasi. Padahal pengaruh
reaksi sosial informal masyarakat terhadap
segala bentuk gangguan komunitas terhadap
kesungguhan pemerintah dalam melakukan pro
ses kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan
yang merugikan kepentingan masyarakat akan
sangat besar, karena secara fungsional hukum
berfungsi melayani dan melindungi kepenting
an masyarakat sehingga secara reOektif per
ubahan atau penambahan kerangka hepotetis
hukiim itu lebih merupakan respon hukum
terhadap kepentingan dan kebutuhan hukum
masyarakat itu sendiri.

Perkembangan kriminalisasi atau dekri-
minalisasi terhadap kecenderungan kejahatan
konvensional misalnya, jelas mencerminkan ge-
jolak dan tuntutan masyarakat sendiri akan
pengaturan atau penghapusan sejumlah aturan
dalam KUHP yang akan datang sebagaimana
terlihat dalam perubahan delik-delik Zina,
Kejahatan Politik atau kejahatan terhadap ke
pentingan umum dalam RUU KUHP. Peru
bahan delik zina ke arah pengaturan yang lebih
ketat atau tuntutan tentang perlunya peng
aturan santet merupakan reaksi hukum atas
kecenderungan tingkat seriusitas reaksi sosial
masyarakat terhadap kecenderungan kejahatan
itu sendiri.

Oleh sebab itu menghadapi keterbatasan
jangkauan hukum terhadap kejahatan korpo
rasi tersebut, seyogyanya dikembangkan satu
model pendekatan yang disebut reaksi sosial,
berupa membangun persepsi dan sikap kritis
masyarakat sebagai pihak yang potensial
menjadi korban untuk melihat dan menyadari
bahwa kejahatan korporasi yang sering disebut
sebagai crime without victim merupakan keja
hatan yang memiliki tingkat seriusitas tinggi,
yang jauh lebih tinggi dibandmg kejahatan
kekerasan konvensional. Dengan cara ini diha-
fapkan tumbuh kesadaran dan sikap kehati-
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hatian pihak korporasi di dalam melakukan
aktivitas usahanya sehingga tidak melakukan
tindakan pelanggaran dan atau kejahatan, di
samping mendorong pemerintah untuk segera
melakukan kriminalisasi secara jelas dan tegas
tanpa ada keraguan.

Tentu saja usaha kriminalisasi dimaksud
memerlukan kearifan-kearifan tertentu dari pi-
hak-pihak yang berkompeten melakukan kri
minalisasi mengingat dilema masyarakat antara
memberlakukan hukum modern dan memper-
tahankan keutuhan bukum-hukum kebiasaan

menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu di

tengab-tengah masyarakat karena masih cukup
banyak ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan
yang secara jelas dan tegas bertentangan de-
ngan kebendak hukum modern, seperti
misalnya yang menyangkut pengaturan pene-
bangan pobon, bak cipta, eksploitasi sumber
daya lingkungan dan seterusnya.

Apabila pelembagaan reaksi sosial informal
menjadi reaksi sosial formal itu berbasil dicapai
difaarapkan pula tercapainya sesuatu yang lebih
tinggi dari sekedar mengatasi dilema hukum
modern dan hukum kebiasaan, yaitu, tumbuh
semangat dan cara pandang hukum masyarakat
sesuai den^n semangat dan cara pandang hukum
masyarakat modern yang menempatkan kepas-
tian hukum, kemanfaatan sosial hukum dan ke-
adilan sebagai pilar utama penegakan hukum,
bukan lagi keseimbangan komunitas sebagai-
mana yang menjadi pilar utama sebagian besar
penegakan hukum kebiasaan. Dengan begitu
proses kesadaran hukum masyarakat dapat
benar-benar tumbuh dari bawah sebagai ben-
tuk kesadaran hukum yang berorientasi kepada
hukum dan bukan kesadaran hukum yang
berorientasi kepada pelaksana/ kekuaaan. •

Suparman Marzuki, SH, adalah stafpengajar
FH-UTI. Alumnus Fakultas Hukum UII. Saat ini

menjabat Pembantu Dekan III pada Fakultas
yang sama.
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